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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota 

Padang Panjang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintahan dan pengelolaan anggaran 

sepanjang tahun 2025. Dokumen ini disusun berpedoman pada Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta Peraturan Wali Kota Padang 

Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. 

Tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang menyusun 2 (dua) dokumen 

Perencanaan Strategis yaitu Renstra 2024-2026 yang berpedoman pada RPD 

Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, kemudian setelah terpilihnya Kepala 

Daerah baru dengan menyesuaikan visi, misi serta prioritas pembangunan 

disusunlah Renstra 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kota Padang 

Panjang Tahun 2025-2029. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan 

mulai dari tujuan, sasaran serta indikator kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang 

untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. 

Pada Renstra 2024-2026 dalam mewujudkan tujuan “Meningkatkan Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Indeks Kualitas 

Pengawasan, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut: 

1. Sasaran Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah, 

dengan indikator kinerja Level Maturitas SPIP target 2025 berada pada 

Level 3, realisasi tahun 2025 yaitu Level 2 dengan nilai 2,690 berdasarkan 

Laporan BPKP Nomor PE/09.03/LHP-464/PW03/3/2025 dengan capaian 

sebesar 89,66%; 

2. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dengan indikator Persentase 

Kepuasan OPD terhadap pelayanan Inspektorat target tahun 2025 sebesar 

97%, realisasi tahun 2025 tidak dapat dilakukan penilaian dikarenakan 

indikator sasaran ini tidak menjadi Indikator kinerja setelah perubahan, dan 

dalam pengukurannya persentase kepuasan ini diukur setelah 

penyelenggaraan 1 (satu) tahun kegiatan; 

3. Sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator kinerja Level 



Kapabilitas APIP. Target tahun 2025 Level 3, realisasi tahun 2025 yaitu 

Level 3 (3,000) sesuai dengan laporan Maturitas SPIP terintegrasi Laporan 

Nomor PE/09.03/LHP-464/PW03/3/2025, penilaian Kapabiltas APIP sebesar 

3,000 atau Level 3. 

Pada Renstra Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan “Meningkatkan Kualitas 

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sektor Pengawasan Intern 

Pemerintah dengan indikator Nilai Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK) 

dan Nilai AKIP Kota ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan, dengan Indikator Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah target Tahun 2025 Level 3 dengan 

Realisasi Level 2 (89,66%) ; dan Indikator Kinerja Komponen Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota, Target tahun 2025 adalah 

16,25 dengan realisasi 15,29 (94,09%); 

2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Nilai 

AKIP Inspektorat target tahun 2025 yaitu Nilai 72 dengan realisasi 72 

(100%). 

Terhadap Tujuan dan Sasaran pada Inspektorat Kota Padang Panjang baik pada 

Dokumen Renstra 2024-2026 maupun Renstra 2025-2029 maka dirumuskan 

upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut agar mencapai optimal: 

1. Melakukan Sosialisasi SPIP Terintegrasi kepada Perangkat Daerah 

dengan pendektan secara intens; 

2. Melakukan Pendampingan Mandiri yang intens kepada OPD agar kertas 

kerja penilaian mudah dipahami oleh OPD; 

3. Melakukan koordinasi dengan BPKP perwakilan provinsi untuk penyamaan 

persepsi 

4. Membentuk tim kerja dalam pemenuhan penilaian Kapabilitas APIP oleh 

menyesuaikan dengan pedoman yang baru; 

5. Melakukan pendampingan dan sosialisasi secara Intens terhadao penilaian 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP). 

Namun masih terdapat kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tersebut 

secara maksimal, antara lain: 

1. Belum optimalnya strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, 

penerapan manajemen resiko dan pengendalian intern yang dibangun 



belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung 

pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan;  

2. Terdapat Indikator Kinerja yang tidak lagi menjadi pengukuran capaian 

kinerja karena tidak menjadi sasaran pada Dokumen Perencanaan 

Perubahan; 

3. Terdapatnya perubahan metode penilaian terhadap Indikator Kinerja 

Kapabilitas APIP; 

4. Terdapat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum 

sepenuhnya memberikan rekomendasi yang menjawab catatan yang 

dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP. 

5. Perangkat Daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang 

diberikan Inspektorat; 

6. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki kebijakan reward dan 

punishment atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun belum 

sepenuhnya cukup mendorong peningkatan Implementasi SAKIP di 

Perangkat Daerah. 

Untuk itu berdasarkan analisis permasalahan atau faktor penyebab tidak 

tercapainya keberhasilan kinerja secara optimal maka dirumuskanlah upaya 

dalam mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: 

1. Menindaklanjuti rekomendasi oleh BPKP terhadap Laporan Hasil Evaluasi 

Maturitas SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang; 

2. Meskipun indikator kinerja ini tidak menjadi indikator kinerja pada dokumen 

strategis periode berikutnya, Inspektorat Kota Padang Panjang tetap 

memberikan pelayanan prima terhadap entitas dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi pengawasan dan pembinaan; 

3. Melengkapi dokumen kebutuhan penilaian Kapabilitas APIP sesuai dengan 

metode penilaian yang baru serta membuat database khusus dalam 

pengumpulan evidence penilaian Kapabilitas APIP untuk kemudahan 

evaluasi pada tahun-tahun berikutnya. Serta menyusun tim kerja dalam 

optimalisasi penilaiannya; 

4. Inspektorat melakukan serangkaian upaya peningkatan kualitas evaluasi, 

di antaranya dengan menyusun rekomendasi yang lebih spesifik, aplikatif, 

dan berorientasi pada solusi atas kendala nyata di lapangan, tidak sekadar 

administratif. Inspektorat meningkatkan kompetensi evaluator internal 

melalui bimbingan teknis (bimtek) agar evaluator lebih memahami dinamika 



implementasi SAKIP di tingkat Perangkat Daerah 

5. melakukan pengawasan intensif melalui desk pembahasan, monitoring, 

dan evaluasi hasil audit secara berkala; 

6. melakukan upaya intensif melalui pendampingan teknis langsung ke 

perangkat daerah, reviu proaktif atas dokumen perencanaan dan kinerja, 

serta memperkuat evaluasi mandiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Inspektorat 

Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang 

Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 

Panjang. 

Laporan Kinerja sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri PAN dan RB 

RI Tahun 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 

Dengan tujuan untuk (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada 

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (2) Sebagai 

upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan 

kinerja. 

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Padang Panjang 

menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan yang tercermin melalui 

pencapaian visi, misi dan realisasi indikator kinerja. Pada LKjIP Inspektorat Kota 

Padang Panjang tahun 2025 kinerja diukur secara komprehensif terhadap 2 (dua) 

periode Renstra yaitu Renstra 2024-2026 diukur melalui pencapaian 1(satu) tujuan 

dan 3 (tiga) sasaran serta Renstra 2025-2029 yang diukur melalui pencapaian 1 

(satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, dengan indikator kinerja sasaran sesuai tugas 

dan fungsi Inspektorat. 

Melalui pengukuran kinerja di setiap akhir tahun anggaran, dapat diketahui 

tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Hasil evaluasi kinerja 

tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pihak yang berwenang dalam menilai 

kewajaran suatu kegiatan untuk dilaksanakan. Hal yang sama berlaku bagi 
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kegiatan di Inspektorat yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat 

besarnya tanggung jawab Inspektorat sebagai lembaga APIP (Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah). 

 

1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali 

Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. 

A. Tugas 

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina 

dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

B. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lainnya; 

3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 

Wali Kota; 

4) Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

5) Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan 

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

1.3. Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang mana dipimpin oleh Inspektur dalam 

penyelenggaraannya Inspektorat bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui 
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Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Inspektorat 

Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 

a. Sekretariat; 

b. Inspektorat Pembantu I; 

c. Inspektorat Pembantu II; dan 

d. Inspektorat Pembantu III 

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 

dengan Gambaran bagan adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. 1. 

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024 

penjelasan ketersusunan Organisasi Inspektorat Daerah meliputi: 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Perwako 

Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2024, dipimpin oleh sekretaris yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.  

(2) Sekretariat membawahi subbagian keuangan, umum dan kepegawaian. 

(3) Inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, 

dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Inspektur pembantu yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. 
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(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala 

subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. 

(5) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan inspektorat 

pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, 

terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. 

(6) Pejabat administator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan 

pejabat penilai kinerja. 

(7) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Perwako Nomor 30 Tahun 2024 tersebut 

diuraikan juga terkait Tugas dan Fungsi masing-masing Struktur Organisasi, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Sekretariat 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis 

kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 

a) perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, 

penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan 

pengadministrasian kerja sama; 

b) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis 

dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi 

pencapaian kinerja; 

c) pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan 

d) pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; 

e) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat Daerah; 

f) fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem 

pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan 

budaya pemerintahan Inspektorat Daerah; 

g) pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan 

pada sekretariat; 
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h) fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat 

Daerah; 

i) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat; 

dan 

j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian 

(1) Subbagian keuangan, umum dan kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah 

tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, 

pembukuan dan pelaporan keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian 

keuangan, umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a) penyusunan perencanaan kegiatan pada subbagian keuangan, umum dan 

kepegawaian; 

b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait keuangan, umum 

dan kepegawaian; 

c) pelaksanaan administrasi kepegawaian; 

d) pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;  

e) pelaksanaan urusan perlengkapan;  

f) pelaksanaan urusan rumah tangga; 

g) pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 

pemeriksaan keuangan;  

h) pelaksanaan perbendaharaan;  

i) pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;  

j) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat Daerah;  

k) fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan 

dokumentasi Inspektorat Daerah; 

l) fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi 

proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik,dan 

survei kepuasan masyarakat Inspektorat Daerah;  

m) pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan 

pada subbagian keuangan, umum dan kepegawaian; 
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n) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan 

Inspektorat Daerah;  

o) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian 

keuangan, umum dan kepegawaian;  

p) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan 

pada subbagian keuangan, umum dan kepegawaian; dan  

q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Inspektorat Pembantu I 

(1) Inspektorat pembantu I mempunyai tugas membantu inspektur dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan 

keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah bidang pengelolaan 

keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang 

perekonomian dan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Olahraga dan 

Pariwisata, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kecamatan Padang Panjang 

Barat dan Kelurahan se-Padang Panjang Barat, serta Kecamatan Padang 

Panjang Timur dan Kelurahan se-Padang Panjang Timur. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), inspektorat 

pembantu I menyelenggarakan fungsi: 

a) penyusunan perencanaan program kerja pada inspektorat pembantu I;  

b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pada bidang pengelolaan 

keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta 

bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;  

c) pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit operasional 

dan audit keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang 

pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan 

kesejahteraan rakyat;  

d) pelaksanaan reviu, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan 

keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta 

bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;  
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e) pelaksanaan asistensi, pendampingan dan penanganan pengaduan di 

bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan 

prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;  

f) pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan 

eksternal di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan 

sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan 

rakyat;  

g) pelaksanaan konsultasi pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan 

aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang 

perekonomian dan kesejahteraan rakyat;  

h) pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi tindaklanjut laporan hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal;  

i) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi implementasi sistem 

pengendalian internal Pemerintah Daerah;  

j) pengelolaan data dan informasi pada inspektorat pembantu  

k) pengelolaan kearsipan pada inspektorat pembantu  

l) pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi,sistem pengendalian internal 

pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan 

pada inspektorat pembantu  

m) melaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada inspektorat 

pembantu;  

n) melaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan 

laporan program kerja inspektorat pembantu; dan  

o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

c. Inspektorat Pembantu II 

(1) Inspektorat pembantu II mempunyai tugas membantu inspektur dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan 

keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah bidang pengelolaan 

keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang 

perekonomian dan kesejahteraan rakyat pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial Pengendalian 

Penduduk dan Keluaraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
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Pintu, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha 

Kecil dan Menegah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, 

dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), inspektorat 

pembantu II menyelenggarakan fungsi: 

a) penyusunan perencanaan program kerja pada inspektorat pembantu II; 

b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pada bidang pengelolaan 

keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta 

bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;  

c) pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit operasional 

dan audit keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang 

pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan 

kesejahteraan rakyat;  

d) pelaksanaan reviu, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan 

keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta 

bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;  

e) pelaksanaan asistensi, pendampingan dan penanganan pengaduan di 

bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang pembangunan sarana dan 

prasarana serta bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat; 

f) pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan 

eksternal di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang 

pembangunan sarana dan prasarana serta bidang perekonomian dan 

kesejahteraan rakyat;  

g) pelaksanaan konsultasi pengawasan di bidang pengelolaan keuangan 

dan aset, bidang pembangunan sarana dan prasarana serta bidang 

perekonomian dan kesejahteraan rakyat;  

h) pelaksanaan koordinasi monitoring dan  

i) hasil pemeriksaan internal dan eksternal; evaluasi tindaklanjut laporan 

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi implementasi sistem 

pengendalian internal Pemerintah Daerah;  

j) pengelolaan data dan informasi pada inspektorat pembantu II;  

k) pengelolaan kearsipan pada inspektorat pembantu II;  
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l) pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan 

pada inspektorat pembantu II;  

m) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada inspektorat 

pembantu II;  

n) pelaksanaan pemantauan, pengendalian,evaluasi dan penyusunan 

laporan program kerja inspektorat pembantu II; dan  

o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

d. Inspektorat Pembantu III 

(1) Inspektorat pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan 

keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada perangkat Daerah 

di bidang pemerintahan aparatur dan investigasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Inspektorat 

pembantu III menyelenggarakan fungsi: 

a) penyusunan perencanaan program kerja pada Inspektorat pembantu III; 

b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan 

aparatur dan investigasi;  

c) pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit operasional 

dan audit keuangan dibidang pemerintahan aparatur dan investigasi; 

d) pelaksanaan reviu, monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan 

aparatur dan investigasi;  

e) pelaksanaan asistensi, pendampingan dan penanganan pengaduan di 

bidang pemerintahan aparatur dan investigasi;  

f) pelaksanaan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan 

eksternal di bidang pemerintahan aparatur dan investigasi; 

g) pelaksanaan konsultasi pengawasan di bidang pemerintahan aparatur 

dan investigasi;  

h) pelaksanaan koordinasi penelitian dan penelaahan informasi; 

i) pelaksanaan pengelolaan whistle blowing system;  

j) monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintahan 

Daerah;  

k) pelaksanaan koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan dan 

pencegahan dengan aparat penegak hukum;  
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l) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan penilaian zona 

integritas Pemerintah Daerah; 

m) pelaksanaan pengelolaan pengendalian gratifikasi;  

n) pelaksanaan koordinasi sapu bersih pungutan liar;  

o) pelaksanaan koordinasi monitoring centre for prevention;  

p) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi laporan harta kekayaan aparatur 

sipil negara;  

q) pelaksanaan audit khusus/ audit investigatif terhadap kasus kasus 

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara;  

r) pelaksanaan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan;  

s) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Inspektorat 

pembantu III;  

t) pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan 

pada Inspektorat pembantu III;  

u) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Inspektorat 

pembantu III; 

v) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Inspektorat pembantu III; 

w) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 

serta penyusunan laporan program kerja Inspektorat pembantu III;  

x) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas 

dan fungsinya. 

 

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 

sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) Orang Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan 5 (lima) orang 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW). 

Sebagai Gambaran umum sumber daya manusia (Aparatur) pada Inspektorat 

Daerah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah: 
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Tabel 1. 1.  

Data ASN Inspektorat Kota Padang Panjang sampai dengan kondisi Desember 

2025 

No. Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah Prosentase 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. PNS 17 11 28 82,35 % 

2. PPPK 0 1 1 2,94 % 

3. PPPK Paruh 

Waktu 

4 1 5 14,70 % 

Jumlah 21 12 34 100 % 

Sumber Data: Bezzeting Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 

 

Dengan persebaran jika ditampilkan melalui chart adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. 2.  

Chart Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Golongan 

 
Sumber Data: Bezzeting Inspektorat Kota Padang Panjang, 2025 
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Tabel 1. 2.  

Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Tingkat 

Pendidikan sampai dengan kondisi Desember 2025 

No. Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah Prosentase 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. Pascasarjana/S 2  7 0 7 20,58 % 

3. Sarjana/S 1 9 11 20 58,82 % 

4. Sarjana Muda/D3 0 0 0 0 % 

5.  SLTA 4 2 6 17,64 % 

6. SD 1 0 1 2,94 % 

Jumlah 21 13 34 100% 

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 

 

Tabel 1. 3. 

Data Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang  

berdasarkan tingkat Jabatan Fungsional  

No Tingkatan Jumlah (orang) 

(1) (2) (3) 

1 Auditor Utama - 

2. Auditor Madya 3 

3. Auditor Ahli Muda 10 

4. Auditor Ahli Pertama 9 

5. Auditor Penyelia - 

6. Auditor Pelaksana - 

7. PPUPD Ahli Utama - 

8. PPUPD Ahli Muda - 

9.  PPUPD Ahli Pertama 1 

Total 23 

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 
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Tabel 1. 4.  

Data Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota 

Padang Panjang berdasarkan Sertifikasi Kompetensi 

No Tingkatan 
Jumlah 
(orang) 

(1) (2) (3) 

1 Certification of Government Chief Audit Executive 

(CGCAE) 

0 

2. Certified Government Accounting Associate (CGAA) 2 

3. Certified Forensic Auditor (CFrA) 3 

4. CNNLP 1 

5. Certified Law Audite (CLA) 1 

Total 8 

 

1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis 

A. Penentuan Aspek Strategis menggunakan Analisis SWOT 

Berdasarkan Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Ancaman (T) 

dan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ada beberapa 

factor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis 

Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

1. Kekuatan (Strenght) 

a. Struktur organisasi Inspektorat yang jelas dan lengkap 

1) Inspektorat Kota Padang Panjang memiliki struktur yang sudah 

terorganisasir dengan baik, terdiri atas jabatan Inspektur, 

Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

2) Memiliki tugas dan fungsi yang jelas serta diatur dalam Peraturan 

Wali Kota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. 

b. Realisasi anggaran tinggi dan sesuai dengan prinsip value for money 

1) Realisasi anggaran Inspektorat Kota Padang Panjang pada tahun 

2025 mencapai 94,51% menunjukan efisiensi serta pemenuhan 

mandatory pengawasan dalam penggunaan anggaran. 
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2) Inspektorat telah menerapkan prinsip 3E Ekonomis, Efisien dan 

Efektif dalam pengelolaan anggaran. 

c. Pendampingan dan Asistensi kepada OPD dilakukan secara sitematis 

1) Inspektorat secara aktif melakukan bimbingan dan pengawasan 

kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dalam 

menyusun laporan keuangan dan kinerja. 

2. Kelemahan (Weakness) 

a. Belum maksimalnya auditor yang bersertifikasi 

1) Dari 22 Auditor dan 1 PPUPD, hanya 9 orang yang memiliki 

sertifikasi professional dibidang tertentu, sehingga apabila sertifikasi 

ini dapat dimaksimalkan maka kualitas pengawasan bisa 

ditingkatkan. 

b. Pengalokasian Anggaran untuk Pengawasan Masih Rendah 

1) Anggaran pada Inspektorat Kota Padang Panjang masih belum 

sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

bahwa alokasi anggaran untuk pengawasan adalah 1% dari APBD 

untuk Kabupaten/Kota diluar gaji dan tunjangan pegawai. 

2) Dalam pelaksanaannya total anggaran Inspektorat pada tahun 2025 

hanya sebesar 8,81% yang dilalokasi untuk pelaksanaan Program 

Pengawasan dan Pendampingan Asistensi. 

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana 

1) Inspektorat masih mengalami kekurangan perangkat seperti 

Laptop, Printer dan perangkat lainnya yang belum memadai dalam 

pelaksanaan tugas dan operasionalisasi. 

2) Tidak adanya anggaran untuk pemeliharaan mebel dan peralatan 

kantor, sehingga banyak aset kantor yang sudah tidak efisien untuk 

dipakai. 

d. Penerapan Digitalisasi Audit yang masih belum maksimal 

1) Selain perangkat digital, kemampuan dan kompetensi pengawas 

pada Inspektorat yang masih belum memadai menghambat 

efiseiensi dan transparansi pelaksanaan audit Dimana kegiatan 

pengawasan masih dilakukan secara manual belum bysystem atau 

aplikasi. 
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2) Pemaksimalan e-Audit pada Inspektorat Daerah Kota Padang 

Panjang. 

e. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur belum 

maksimal 

pengembangan kompetensi masih belum maksimal, dikarenakan 

anggaran pelaksanaan yang masih terbatas dan kesempatan bagi APIP 

dalam pengembangan kompetensi yang masih terbatas. 

3. Peluang (Opportunities) 

a. Dukungan dari regulasi kebijakan nasional 

1) Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025, Inspektorat Wajib mendapatkan alokasi anggaaran 

bagi Kabupaten/Kota dengan APBD s.d 1 Triliun rupiah 

mengalokasikan sebanyak 1% dari APBD untuk anggaran 

pengawasan. 

2) Kebijakan Nasional tentang Penguatan APIP memberikan peluan 

untuk peningkatan SDM dan Kapabilitas Auditor dan PPUPD. 

b. Dukungan Teknologi dan Digitalisasi Pengawasan (e-Audit) 

1) Dengan adanya e-Audit pengawasan bisa dilakukan secara lebih 

cepat, transparan dan akurat sehingga meminimalisir terjadiny 

kesalahan. 

2) Implementasi bigdata dan analisis forensic dalam pengawasan 

keuangan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan. 

c. Kolaborasi dengan Instansi Eksternal 

1) Inspektorat memperkuat Kerjasama dengan BPKP, KPK dan 

Instansi lain untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. 

2) Peluang mendapatkan bimbingan teknis dan sertfiikasi dari 

Lembaga pengawasab nasional dan internasional 

d. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Indeks SAKIP 

Terkait meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, 

Inspektorat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki tata Kelola 

pemerintahan. 
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4. Ancaman (Threats) 

a. Belum mendukungnya anggaran pengawasan dari pemerintah daerah 

sesuai regulasi 

1) Jika anggaran pengawasan sebagaimana yang ditetapkan 

Permendagri 33 Tahun 2019 dimana anggaran untuk 

penyelenggaraan pengawasan adalah 1% dari APBD tidak 

terlaksana, maka pengawasan bisa menjadi kurang efektif; 

2) Kurangnya dana bisa menghambat pengembangan SDM dan 

pelaksanaan pengawasan yang lebih luas. 

b. Resistensi dari OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan 

1) Persentase tingkat kepatuhan OPD dalam menindaklanjuti 

rekomendasi Inspektorat masih rendah; 

2) Kurangnya kesadaran OPD terhadap pentingnya pengendalian 

internal dapat menghambat peningkatan Maturitas SPIP 

c. Kurangnya Regenerasi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan 

Internal Inspektorat di masa depan 

1) Minimnya rekruitmen Auditor dapat menghambat peningkatan 

kinerja Inspektorat di masa depan. 

2) Persyaratan untuk menjadi Auditor yang mulai spesifik dengan latar 

belakang Pendidikan sarjana Ekonomi. 

d. Adanya resiko kebocoran keuangan daerah dan terjadinya praktik KKN. 

1) Apabila system pengawasan tidak diperkuat dan diperketat, resiko 

terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan tetap tinggi. 

2) Minimnya anggaran sehingga dan kurangnya sertifikasi Aparatur 

Pengawasan Intern Pemerintahan menyebabkan lemahnya 

pengawasan terhadap keuangan daerah. 

e. Perubahan Regulasi yang berdampak pada pelaksanaan tugas 

Inspektorat 

1) Dinamisnya perubahan kebijakan baik di daerah maupun di pusat, 

Inspektorat harus beradaptasi dengan cepat terhadap kebijakan 

yang berlaku. 

Terhadap analisis isu strategis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman tersebut. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menganalisa 

strategis untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan kekuatan. Antara lain 

sebagai berikut: 
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a. Strategi untuk mengatasi Kelemahan (Weakness) dengan 

mengoptimalkan Kekuatan (Strenght) 

1) Meningkatkan jumlah Auditor dan PPUPD yang bersertifikasi melalui 

pelatihan dan sertifikasi lanjutan (CGCAE, CMRO, CLA, CFrA, dll); 

2) Mengalokasikan anggaran pengawasan di Inspektorat menjadi minimal 

15-20% dari total anggaran Inspektorat; 

3) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan 

efisiensi pengawasan; 

4) Memperkuat koordinasi dengan OPD untuk meningkatkan kepatuhan 

dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat; 

5) Melakukan rekruitmen Auditor dan PPUPD baru yang berkualitas untuk 

meningkatkan kapasitas SDM Inspektorat. 

b. Strategi untuk memanfaatkan Peluang (Opportunities), antara lain 

sebagai berikut: 

1) Mengajukan proposal peningkatan anggaran sesuai dengan regulasi 

nasional agar mendapatkan porsi minimal 1% dari APBD; 

2) Memanfaatkan peluang kerja saa dengan BPKP, KPK dan :embaga 

pengawas lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. 

3) Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan agar 

Indeks SAKIP OPD meningkatnya. 

c. Strategi untuk mengatasi Ancaman (Threats) 

1) Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait pentingnya pengawasan dan 

pengendalian internal. 

2) Mengantisipasi perubahan regulasi dengan memperkuat fleksibelitas 

kebijakan internal; 

3) Memastikan adanya regenerasi Auditor dan PPUPD melalui system 

rekruitmen yang lebih kompetitif. 

 

B. Isu Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang 

Untuk memastikan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah 

dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada 

lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Inspektorat 

sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan 

perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam 

merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu 
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strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan 

pembangunan daerah. Hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota 

Padang Panjang periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

capaian positif, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu 

ditangani secara serius pada periode perencanaan 2025–2029. 

a. Pertama, Jumlah APIP yang mempunyai sertifikasi kompetensi masing 

sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah APIP pada Inspektorat 

Daerah Kota Padang Panjang saat ini. Pengembangan kompetensi APIP 

sangat diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada 

APIP dalam memberikan jaminan maupun konsultasi. Terbatasnya jumlah 

tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan beban kerja yang 

seharusnya dilaksanakan baik kuantitas maupun kualitasnya, 

mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan 

terhadap unit organisasi pemerintahan selaku auditan; 

b. Kedua, Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama 

berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah 

APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, 

sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk 

pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang; 

c. Ketiga, Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu imput hasil 

pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan 

tuntas, sebagaimana umpan balik (feed back) bagi perencanaan dan 

pelaksanaan; 

d. Keempat, Belum optimalnya kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat 

Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya. 

Dengan demikian, empat isu strategis utama yang dihadapi Inspektorat Kota 

Padang Panjang pada periode 2025–2029 adalah: 

1) Peningkatan Kapabilitas APIP; 

2) Peningkatan Anggaran APIP sebesar 1 % dari jumlah APBD belum 

terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri; 

3) Memaksimalkan tindak laporan hasil pemeriksaan; 

4) Mengoptimalkan kerjasama pengawasan antar APIP, Aparat Penegak 

Hukum dan Aparat Pengawas Lainnya. 
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1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat 

Tindak lanjut atas capaian kinerja yang belum optimal dari hasil laporan AKIP 

Inspektorat Tahun 2024, adalah sebagai berikut: 

1.) Melakukan perjenjangan kinerja Perangkat Daerah dengan 

mempertimbangkan logical framework dan mengidentifikasi seluruh Critical 

Succes Facto (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi. 

Untuk rekomendasi ini Inspektorat masih melakukan penyusunan dan 

memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Bag. Organisasi Sekretariat 

Daerah maupun PAN RB terkait penyusunan perjenjangan kinerja yang 

sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah. 

2.) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam 

pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke 

depan, pola pengembangan kompetensi dan mutase rotasi pegawai. Untuk 

inspektorat sendiri belum sepenuhnya menjadikan hasil pengukuran kinerja 

menjadi pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment. 

Pelaksanaan selama ini pertimbangan dalam pemberian reward dan 

punishment baru baru sebatas integritas dan kedisiplinan kerja. 

3.) Inspektorat selalu mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam 

menyusun laporan kinerja demi kesempurnaan dan keakuratan laporan 

capaian kinerja yang akan disampaikan nantinya.
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Padang 

Panjang Tahun 2025 menyajikan uraian mengenai tujuan dan sasaran Inspektorat 

Kota Padang Panjang yang menjadi focus utama dalam Indikator Kinerja Utama 

(IKU), serta merupakan evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran dan 

pelaksanaan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota 

Padang Panjang. Seluruh penyusunan Laporan ini disusun mengacu pada:  

1. Rencana Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026; 

2. Rencana Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029; 

3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Inspektorat Kota Padang 

Panjang Tahun 2025; dan 

4. Dokumen yang mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2025. 

 

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Padang Panjang 

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2024-2026 

Untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota 

Padang Panjang secara efektif, Inspektorat telah merumuskan tujuan dan sasaran 

yang jelas serta terukur. Rumusan ini mencakup target prioritas seperti penguatan 

pengawasan, dan pelaksanaan pendampingan terhadap OPD (entitas). Maka 

Inspektorat Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 1 

Tujuan dan Sasaran Inspektorat  

Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target Tahunan 

Tujuan/Sasaran 

2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Meningkatnya 

Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintah 

Daerah 

 Maturitas Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Pemerintah 

Level 

3 

Level 

3 

Level 

3 

  Meningkatnya 

Sistem 

Level Maturitas 

SPIP 

Level Level Level 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target Tahunan 

Tujuan/Sasaran 

2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Pengendalian 

Internal 

Perangkat 

Daerah 

3 3 3 

  Meningkatnya 

Kepuasan 

Stakeholder 

Persentase OPD 

yang 

menyatakan 

puas atas 

pelayanan 

Inspektorat 

96% 97% 98% 

  Meningkatnya 

Kapabilitas 

APIP 

Level 

Kapabilitas APIP 

Level 

3 

Level 

3 

Level 

3 

Sumber Data: Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 

2024-2026 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama 

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat 

daerah. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama untuk Tingkat Pemerintah Daerah. Adapun yang menjadi Indikator utama 

pada Renstra Inspektorat Tahun 2024-2029, adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 2. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat 

Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 

No Indikator Satuan 
Target Tahunan 

2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Level Maturitas SPIP Level Level 3 Level 3 Level 3 

2. Persentase OPD yang 

menyatakan puas 

dengan pelayanan 

Inspektorat 

% 96% 97% 98% 
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No Indikator Satuan 
Target Tahunan 

2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3. Level Kapabilitas APIP Level Level 3 Level 3 Level 3 

Sumber Data: Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 

2024-2026 

Sasaran Inspektorat 

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang bersifat 

terukur dan dapat diwujudkan secara konkret. Dalam konteks ini, sasaran merujuk 

pada capaian nyata yang ditargetkan Inspektorat Kota Padang Panjang dalam 

periode 1 (satu) tahun, melalui serangkaian tindakan strategis untuk mewujudkan 

tujuan jangka menengah selama tiga tahun ke depan. 

Berdasarkan proyeksi atau target yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota 

Padang Panjang, maka untuk mencapai tujuannya ditetapkan sasaran sebagai 

berikut: 

Tujuan : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

  Sasaran 1: 

 

Sasaran 2: 

Sasaran 3: 

Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal 

Perangkat Daerah 

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder 

Meningkatnya Kapabilitas APIP 

 

2.1.2 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025-2029 

Rencana Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 

merupakan dokumen perubahan yang disesuaikan dengan visi dan misi 

Pembangunan Kepala Daerah terpilih guna untuk menyesuaikan dengan 

perubahan dinamika kebijakan Pembangunan daerah, hasil evaluasi dari 

pelaksanaan Renstra sebelumnya, serta keperluan harmonisasi Sasaran, 

indikator, dan target kinerja agar lebih efektif dalam mendukung tujuan 

Pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada Tahun 2025 dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) untuk periode 2025-2029 belum mengalami revisi ataupun 

perubahan karena tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2025-

2029 sehingga belum ada perubahan maupun revisi. Adapun factor penyusunan 

Rencana Strategis perubahan adalah sebagai berikut: 
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1. Perkembangan kondisi daerah saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan 

asumsi awal kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang telah 

direncanakan. Selain itu, terjadi perubahan prioritas serta sasaran 

pembangunan daerah yang memerlukan penyesuaian strategis. Perubahan 

ini juga mencakup rencana program dan kegiatan prioritas yang lebih relevan 

dengan kebutuhan terkini, sehingga diperlukan revisi untuk menjaga 

efektivitas pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. 

2. Efisiensi Belanja Negara dalam pelaksanaaan APBN dan APBD sesuai 

dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, mengakibatkan Perangkat 

Daerah harus menyesuaikan target kinerja, indikator serta pagu anggaran 

kegiatan dan subkegiatan. 

3. Terpilihnya Kepala Daerah Kota Padang Panjang periode 2025-2029, 

sehingga diperlukan penyesuaian Rencana Strategis guna mewujudkan 

capaian program unggulan dan visi, misi Kepala Daerah terpilih. 

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 

2025-2029 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029, dengan uraian 

tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintah 

  Sasaran 1: 

 

Sasaran 2: 

Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya 

Kinerja Perangkat Daerah 

 Adapun proyeksi target kinerja dokumen Rencana Strategis Inspektorat 

Tahun 2025-2029, diuraikan pada tabel berikut:
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Tabel 2. 3. 

Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat 

Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 

NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Base 

Line 

Target Tahun Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (16) 

Meningkatnya 

kualitas 

pengawasan, 

perencanaan dan 

pengelolaan 

keuangan dan aset 

daerah 

Meningkatkan 

kualitas tata 

kelola 

pemerintahan 

dan 

pelayanan 

publik Sektor 

Pengawasan 

Intern 

Pemerintah 

 Nilai Integritas 

(Survei Penilaian 

Integritas KPK) 

Angka 78,03 78,1 78,1 78,2 78,2 78,3 78,3  

Nilai AKIP Kota Angka 64,22 65 69,48 72,11 74,74 77,37 80  

  Meningkatnya 

Kualitas 

Pengawasan 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Maturitas 

Penyelenggaraan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah 

Level 

 

Level 

3 

 

Level 

3 

Level 

3 

Level 

3 

Level 

3 

Level 

4 

 

Level 

4 

 

Komponen 

Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja Internal 

pada AKIP Kota 

Angka 16,05 16,25 17,37 18,02 18,68 19,34 20 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Base 

Line 

Target Tahun Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (16) 

  Meningkatnya 

kinerja perangkat 

daerah 

 Angka 71,70 72 73,93 75,87 77,80 79,74 81,67  

Sumber: Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 
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Perubahan sasaran strategis Inspektorat Kota Padang Panjang untuk 

mendukung terwujudnya program prioritas dan visi misi Kepala Daerah terpilih, 

menyebabkan perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat 

Kota Padang Panjang. Untuk penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat 

Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang merujuk kepada dokumen Renstra 

Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 4. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat 

Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 

No Indikator Satuan 
Target Tahunan 

2025 2026 2027 2029 2029 

1. Maturitas 
Penyelenggaraan 
SPIP 

Level Level 
3 

Level 
3 

Level 
3 

Level 
4 

Level 
4 

2. Komponen Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 
Internal pada AKIP 
Kota 

Angka 16,25 17,37 18,02 26,68 19,37 

3. Nilai AKIP Inspektorat Angka 72 73,93 75,87 77,80 79,94 

Sumber Data: Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi merupakan langkah spesifik pemerintah daerah untuk menetapkan 

tujuan jangka menengah, memetakan kendala secara menyeluruh beserta 

solusinya, serta mengatur aksi guna mewujudkan sasaran. Sebagai representasi 

pencapaian tujuan, strategi tercantum dalam penjabaran kebijakan dan program. 

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu 

wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan 

arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling 

berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi 

pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin 

keberlangsungan dan keterpaduan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Adapun Isu Strategis Inspektorat Kota 

Padang Panjang adalah sebagai berikut:
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Tabel 2. 5. 

Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Padang Panjang 

Berdasarkan Renstra 2024-2026 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

(1) (2) (3) (4) 

Meningkatkan 

Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah 

Meningkatnya Sistem 

Pengendalian Internal 

Perangkat Daerh 

1. Meningkatkan Koordinasi dengan 

pihak-pihak terkait dalam rangka 

peningkatan mutu dan hasil 

pengawasan; 

2. Mendorong Efektifitas Pelaksanaan 

Sistem Pengendalian Internal pada 

setiap OPD 

1. Penanganan pengaduan masyarakat 

secara cepat dan tuntas; 

2. Pemeriksaan 

Regu;er/Kinerja/Khusus/Kasus/Reviu 

dan Evaluasi dalam rangka 

meningkatkan sistem akuntabilitas 

kinerja. 

Meningkatnya Kepuasan 

Stakeholder 

1. Menerapkan sanksi tegas terhadap 

objek pemeriksaan yang belum 

menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan; 

2. Mendorong APIP upaya peningkatan 

kemampuan aparatur (SDM) yang 

profesional melalui diklat, bimtek, 

sosialisasi untuk peningkatan 

kualitas pengawasan; 

1. Mengintensifkan pembinaan, 

monitoring dan evaluasi tindak lanjut 

hasil pemeriksaan oleh OPD 

2. Peningkatan analisis aparat 

pengawas yang profesional untuk 

peningkatan mutu/hasil 

pengawasan. 

Meningkatnya Kapabilitas APIP 1. Mendorong APIP untuk mengikuti 

pendidikan dan ujian sertifikasi 

kompetensi; 

1. Alokasi anggaran untuk pelatihan 

sertifikasi kompetensi yang lebih 

besar; 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

(1) (2) (3) (4) 

2. Meningkatkan mutu pengawasan 

dengan penerapan pengendalian 

mutu dalam setiap penugasan. 

2. Menerbitkan aturan internal terkait 

pelaksanaan kendali mutu Audit. 

Sumber Data: Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 

 

Tabel 2. 6. 

Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Padang Panjang 

Berdasarkan Renstra 2025-2029 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

(1) (2) (3) (4) 

Meningkatkan 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

dan Pelayanan 

Publik Sektor 

Pengawasan 

Meningkatnya Kualitas 

Pengawasan dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Mengembangkan Kebijakan 

Pengawasan yang lebih efektif dan 

meningkatkan kapasitas pengelolaan 

sumber daya manusia (SDM) dalam 

upaya membangun pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari praktik 

korupsi 

Pengawasan 

Sumber Data: Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
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Dalam Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Inspektorat Daerah 

Kota Padang Panjang sesuai dengan Renstra Perubahan 2025-2029, maka perlu 

dilakukan pemfokusan strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan 

terukur dengan memperhatikan lingkungan strategis. 

 

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang diseertai dengan indikator kinerja dan anggaran 

pelaksanaan. Melalui perjanjian kinerja ini, terwujudlah komitmen penerima 

Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja 

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta ketersediaan 

sumber daya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan 

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam 

penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan 

Anggaran atau DPA.  

Perjanjian kinerja Inspektorat mengalami perubahan dalam 1 periode tahun 

yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD, yaitu 

dokumen RPD 2024-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun perjanjian 

kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 7. 

Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat 

Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 

Sebelum  

(Renstra 2024-2026) 

Sesudah  

(Renstra 2025-2029) 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target No 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target 

1. Meningkatnya 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Perangkat 

Daerah 

Level 

Maturitas 

SPIP 

Level 

3 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pengawasan 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Maturitas 

Penyelenggaraan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah 

Level 

3 

    2.  Komponen 

Evaluasi 

16,25 
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Sebelum  

(Renstra 2024-2026) 

Sesudah  

(Renstra 2025-2029) 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target No 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target 

Akuntabilitas 

Kinerja Internal 

pada AKIP Kota 

2.  Meningkatnya 

Kepuasan 

Stakeholder 

Persentase 

OPD yang 

menyatakan 

puas atas 

pelayanan 

Inspektorat 

97%     

3. Meningkatnya 

Kapabilitas 

APIP 

Level 

Kapabilitas 

APIP 

Level  

3 

    

    2. Meningkatnya 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Nilai AKIP 

Inspektorat 

72 

Berdasarkan tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Inspektur Kota 

Padang Panjang diatas, terdapat penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, 

serta target yang disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan 

daerah. 

No Program 
Anggaran 

Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) 

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan  672.172.000 463.218.000 

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan 

Asistensi 

372.298.200 52.594.400 

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

6.173.076.299 5.339.075.667 

Sumber data: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota 

Padang Panjang, 2025 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan 

Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang 

digunakannya. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media transparansi 

pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota 

Padang Panjang, yang menjadi tolak ukur kinerja jajaran Pemerintah yang 

mejawab capaian kinerja pada 1 (satu) tahun periode pelaksanaan. Laporan 

Kinerja ini merupakan suatu implementasi kebijakan Pemerintah Daerah, yang 

mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan 

dalam pengendalian kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Renstra 2024-2026 

A. Capaian Tujuan dan Sasaran 

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi 

terhadap target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja. Pada tahun anggaran 

2025 Inspektorat Kota Padang Panjang telah melaksanakan berbagai kegiatan 

untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang sesuai dengan dokumen Renstra 

2024-2026. Capaian kinerja tersebut sebagaimana disajikan dalam LKjIP Tahun 

2025 membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025. Sesuai 

dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah 

Kota Padang Panjang berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja tahun 

2025 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 1. 

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat  

Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2024-2026 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Perangkat 

Daerah 

Level Maturitas 

SPIP 

Level 

3 

Level 

2 

89,66% 

2. Meningkatnya 

Kepuasan 

Stakeholder 

Persentase OPD 

yang menyatakan 

puas atas 

pelayanan 

Inspektorat 

97% 96% 98,97% 

3. Meningkatnya 

Kapabilitas APIP 

Level Kapabilitas 

APIP 

Level 

3 

Level 

3 

100% 

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2025 

 

Sasaran 1: Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Sistem Pengendalian 

Internal Perangkat Daerah” dapat dilihat pada tabel berikut: 

No. Indikator Kinerja 
Baseline 

2024 

Tahun 2025 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Level Maturitas SPIP Level 3 Level 3 Level 2 89,66% 

Formulasi Perhitungan Indikator: 

Σ𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑆𝑃𝐼𝑃

5 (𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛)
= 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑃𝐼𝑃 

Keterangan: 

a. ΣSkor Komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 Komponen unsur SPIP 

b. 5 Komponen: tetap 5 unsur (komponen utama system pengendalian) 
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c. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self 

assesment, evaluasi, reviu dan verifikasi lapangan; 

d. Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran Maturitas SPIP Daerah. 

Pencapaian level Maturitas SPIP Kota Padang Panjang tahun 2025 berada 

pada level 2 atau dengan nilai 2,690 dengan capaian sebesar 89,66%. Nilai ini 

turun dari skor pada tahun 2024 yang berada pada level 3 atau nilai sebesar 3,037 

penurunan nilai sebesar 347. Faktor Penghambat, Penurunan ini disebabkan 

karena belum optimalnya strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, 

penerapan manajemen resiko dan pengendalian intern yang dibangun belum 

memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan 

organisasi secara efektif dan berkelanjutan.  

 Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja untuk tahun kedepan 

dilakukan upaya tindak lanjut atas saran BPKP RI terhadap Inspektorat yaitu 

dengan meningkatkan peran Inspektorat Kota Padang Panjang dalam, melakukan 

Reviu Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) perangkat daerah, 

sosialisasi dan pendampingan penyusunan RR Fraud dan RTP atas Kegiatan 

utama OPD dan Pemerintah Daerah. 

 Adapun dalam Upaya pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui 

Program Penyelenggaraan Pengawasan yang diharapkan dapat menunjang 

peningkatan Maturitas SPIP. 

No Program Anggaran Ket 

1. Program Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Rp. 463.218.000,-  

Total Rp. 463.218.000,-  

 

Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Stakeholder 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kepuasan 

Stakeholder” dapat dilihat pada tabel berikut: 

No. Indikator Kinerja 
Baseline 

2024 

Tahun 2025 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Persentase OPD yang 

menyatakan puas atas 

pelayanan Inspektorat 

96% 97% Tidak 

dilakukan 

penilaian 

N/A 
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Berdasarkan data tabel diatas hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 

indikator persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat 

target tahun 2025 sebesar 97% dengan realisasi tahun 2025 tidak dapat dilakukan 

penilaian dikarenakan sasaran kinerja ini tidak menjadi indikator kinerja pada 

Renstra 2025-2029, dan dalam pengukuran capaian kinerjanya adalah setelah 1 

(Satu) Tahun Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.  

 

Sasaran 3: Meningkatnya Kapabilitas APIP 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kapabilitas APIP” 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

No. Indikator Kinerja 
Baseline 

2024 

Tahun 2025 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Level Kapabilitas APIP Level 

3 

Level 

3 

Level 

3 

100% 

Formulasi Perhitungan Indikator: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡
= 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑃𝐼𝑃  

Keterangan: 

a. Penilaian menggunakan pendekatan domain dan atribut kapabilitas; 

b. Setiap level memiliki sejumlah domain dan indikator yang wajib dipenuhi; 

c. Level Kapabilitas ditentukan dari level tertinggi Dimana semua domain 

wajib terpenuhi. 

Berdasarkan data tabel diatas hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 

indikator level kapabilitas APIP untuk tahun 2025 target Level 3 dengan realisasi 

tahun 2025 yaitu Level 3 (3,000) hasil penilaian Kapabilitas APIP ini diambil dari 

Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada 

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dengan nilai Kapabilitas APIP yaitu 

Level 3. Namun berdasarkan Berdasarkan hasil entry meeting BPKP RI 

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor undangan PE.09.02/S-

115/PW03/6/2026 perihal undangan entry meeting Evaluasi Kapabilitas APIP 

Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, menyatakan 

bahwasanya untuk penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 akan dilakukan 

penilaian ulang, karena dalam pengevaluasian akan menggunakan metode 
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penilaian baru sehingga capaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan 

Maturitas SPIP terintegrasi yaitu level 3 berpotensi untuk mulai dari (nol) lagi. 

Adapun Program yang menunjang keberhasilan untuk pencapaian target 

Level Kapabilitas APIP nantinya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp4.826.175.457,- yang 

diharapkan dapat merealisasikan pencapaian target level Kapabilitas APIP. 

No Program Anggaran Ket 

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp5.339.075.667,-  

Total Rp5.339.075.667,-  

 

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun lalu sesuai 

dengan Sasaran pada Renstra 2024-2026 dapat diperhatikan pada tabel berikut:
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Tabel 3. 2 

Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis) 

Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2024-2026 

No 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 
Ket 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1. Level Maturitas 

SPIP 

Level 

3 

Level 

3 

100% Level 

3 

Level 

3 

100% Level 

3 

Level 

2 

89,66%  

2. Persentase 

OPD yang 

menyatakan 

puas atas 

pelayanan 

Inspektorat 

95,8% 98,45% 100% 96% 96% 100% 97% Tidak 

dilakukan 

Penilaian 

N/A  

3. Level 

Kapabilitas 

APIP 

Level 

3 

Level 

3 

100% Level 

3 

Level 

3 

100% Level 

3 

Level 

3 

100%  

Sumber Data: LKjIP Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2023,2024 dan 2025 
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Realiasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target pada akhir 

periode Renstra OPD Tahun 2024-2026 Inspektorat Kota Padang Panjang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 3. 

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target akhir renstra 

Berdasarkan Renstra 2024-2026 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Target 

Akhir 

Renstra 

(2026) 

Realisasi 

Tahun 

2025 

Capaian 

(%) 

1. Meningkatnya 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Perangkat 

Daerah 

Level 

Maturitas 

SPIP 

Level 

3 

Level 

2 

89,66% 

2. Meningkatnya 

Kepuasan 

Stakeholder 

Persentase 

OPD yang 

menyatakan 

puas atas 

pelayanan 

Inspektorat 

98% Tidak 

dilakukan 

penilaian 

N/A 

3. Meningkatnya 

Kapabilitass APIP 

Level 

Kapabilitas 

APIP 

Level 

3 

Level 

3 

100% 

Sumber Data: Renstra 2024-2026, Perjanjian Kinerja dan IKU 2024-2026 Inspektorat Kota 

Padang Panjang 

Realisasi kinerja tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang dengan realisasi 

target nasional, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3. 4. 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional 

Inspektorat Kota Padang Panjang 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2025 

Target 

Nasional 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Meningkatnya Sistem 

Pengendalian Intern 

Perangkat Daerah 

Level Maturitas 

SPIP 

Level 

2 

Level 3 

(terdefinisi) 

2. Meningkatnya Kepuasan 

Stakeholder 

Persentase 

OPD yang 

menyatakan 

Tidak 

dilakukan 

penilaian 

- 
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No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2025 

Target 

Nasional 

(1) (2) (3) (4) (5) 

puas atas 

pelayanan 

Inspektorat 

3. Meningkatnya Kapabilitass 

APIP 

Level 

Kapabilitas 

APIP 

Level 

3 

Level 

3 

Sumber Data: Renstra 2024-2026, Perjanjian Kinerja dan IKU 2024-2026 Inspektorat Kota 

Padang Panjang 

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat target sasaran yang terdefinisi secara 

nasional, terdapat pada Renstra BPKP tahun 2025-2029 pada sasaran Strategis 

3 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU, kinerja BPKP diarahkan untuk 

mendorong peningkatan kualitas tata kelola K/L/D/BU yang diukur dalam 3 ukuran 

salah satunya yaitu Maturitas SPIP terintegrasi dengan Karakteristik berbasis 

terdefinisi (Level 3), pada capaian setingkat Kabupaten/Kota Indikator ini 

menggambarkan capaian Tingkat maturitas SPIP pada level Pemerintah 

Kabupaten/Kota  yang telah memiliki maturitas SPIP karakteristik berbasis 

terdefinisi (Level 3) dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Indonesia. 

Indikator Kapabilitas APIP merupakan indikator untuk periode Renstra BPKP 

RI Tahun 2025-2029 karena adanya penajaman model pengukuran dan 

perubahan populasi, serta nomenklatur K/L/D. BPKP mendorong dan 

menargetkan tingkat Kapabilitas APIP K/L/D minimal pada level 3. Kapabilitas 

APIP ≥ level 3 menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas 

pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik 

profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan 

memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (ekonomis, efisiensi, dan 

efektivitas), peringatan dini, dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata 

kelola bagi organisasi K/L. pada capaian setingkat Kabupaten/Kota Indikator ini 

menggambarkan capaian Tingkat Kapabilitas APIP pada level pemerintah 

Kabupaten/Kota secara Nasional dengan membandingkat jumlah pemerintah 

Kabupaten/Kota yang telah memiliki Kapabilitas APIP ≥ Level 3 dengan jumlah 

populasi Pemerintah Kabupaten/Kota. 
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3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Renstra 2025-2029 

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan melalui 2 (dua) dokumen 

perencanaan yang memuat sasaran strategis yaitu Renstra Tahun 2024-2026 

yang menyesuaikan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 yang menyesuaikan 

dokumen RPJMD 2025-2029. Capaian kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang 

sesuai dengan dokumen RPD 2024-2026 sudah diuraikan secara rinci pada 

subbab sebelumnya. Pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Tahun 

2025-2029 yang menjadi tujuan Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra 

Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan kualitas 

tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Sektor Pengawasan Intern 

Pemerintah”, dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota 

Padang Panjang tahun 2025 dengan diukur capaian kinerja berdasarkan indikator 

kinerja sasaran pada tahun 2025 sebagai berikut: 

Tabel 3. 5. 

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat  

Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2025-2029 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

(2025) 

Realisasi 

(2025) 
%Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pengawasan 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Maturitas 

Penyelenggaraan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

Level 

3 

Level 

2 

89,66% 

  Komponen 

Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja Internal 

pada AKIP Kota 

16,25 15,29 94,09% 

3. Meningkatnya 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Nilai AKIP 

Inspektorat 

72 72 100% 

%Capaian 94,58% 

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Kota Padang Panjang 

Tahun 2025 
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Sasaran I:   Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Padang 

Panjang Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, dapat dilihat pada tabel berikut: 

No. Indikator Kinerja 
Baseline 

2024 

Tahun 2025 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Maturitas 

Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

Level 3 Level 3 Level 2 89,66% 

Formulasi Perhitungan Indikator: 

Σ𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑆𝑃𝐼𝑃

5 (𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛)
= 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑃𝐼𝑃 

Keterangan: 

a. ΣSkor Komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 Komponen unsur SPIP 

b. 5 Komponen: tetap 5 unsur (komponen utama system pengendalian) 

c. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self 

assesment, evaluasi, reviu dan verifikasi lapangan; 

d. Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran Maturitas SPIP Daerah. 

Pencapaian level Maturitas SPIP Kota Padang Panjang tahun 2025 berada 

pada level 2 atau dengan nilai 2,690 dengan capaian sebesar 89,66%. Nilai ini 

turun dari skor pada tahun 2024 yang berada pada level 3 atau nilai sebesar 3,037 

penurunan nilai sebesar 347. Penurunan ini disebabkan karena belum optimalnya 

strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, penerapan manajemen resiko 

dan pengendalian intern yang dibangun belum memberikan keyakinan yang 

memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan 

berkelanjutan.  

 Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja untuk tahun kedepan 

dilakukan upaya tindak lanjut atas saran BPKP RI terhadap Inspektorat yaitu 

dengan meningkatkan peran Inspektorat Kota Padang Panjang dalam, melakukan 

Reviu Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) perangkat daerah, 
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sosialisasi dan pendampingan penyusunan RR Fraud dan RTP atas Kegiatan 

utama OPD dan Pemerintah Daerah. 

 Adapun program yang mendukung untuk pencapaian kinerja adalah 

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan pagu anggaran program pada 

tahun 2025 sebesar Rp463.218.000,- dan realisasi untuk tahun 2025 sebesar 

Rp459.229.000,- (99,14%) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan 

dan Asistensi dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp52.594.400,- dengan 

realisasi sebesar Rp48.925.850 (66,57%). 

No Program Anggaran Ket 

(1) (2) (3) (4) 

1. Program Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Rp463.218.000,-  

2. Program Perumusan Kebijakan, 

Pendampingan dan Asistensi 

Rp52.594.400,-  

Total Rp515.812.400,-  

 

Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Padang 

Panjang Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Komponen Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal pada AKIP Kota, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

No. Indikator Kinerja 
Baseline 

2024 

Tahun 2025 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Komponen Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja 

Internal pada AKIP 

Kota 

16,05 16,25 15,29 94,09% 

Formulasi Perhitungan: 

Hasil Penilaian SAKIP unsur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Kemenpan RB, 

uraian bobot penilaian: 

a. Perencanaan Kinerja (30%) 

b. Pengukuran Kinerja (30%) 
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c. Pelaporan Kinerja (15%) 

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) 

Pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan Indikator kinerja sasaran 

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota untuk tahun 

2025 sampai dengan dilaporkannya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemeritah 

(LKjIP) tahun 2025.Target indikator kinerja ini adalah 16,25 untuk tahun 2025 

sedangkan realisasi Tahun 2025 yaitu 15,29 (94,09%) berdasarkan  Laporan Hasil 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Nomor 

B/353/AA.05/2025. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator 

kinerja adalah: 

a. Terdapat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum 

sepenuhnya memberikan rekomendasi yang menjawab catatan yang 

dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP. 

b. Perangkat Daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang 

diberikan Inspektorat; 

c. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki kebijakan reward dan 

punishment atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun belum 

sepenuhnya cukup mendorong peningkatan Implementasi SAKIP di 

Perangkat Daerah. 

Untuk menanggulangi terhadap capaian kinerja pada tahun berikutnya maka 

dilakukan upaya sebagai berikut: 

a. Inspektorat melakukan serangkaian upaya peningkatan kualitas evaluasi, 

di antaranya dengan menyusun rekomendasi yang lebih spesifik, aplikatif, 

dan berorientasi pada solusi atas kendala nyata di lapangan, tidak sekadar 

administratif. Inspektorat meningkatkan kompetensi evaluator internal 

melalui bimbingan teknis (bimtek) agar evaluator lebih memahami 

dinamika implementasi SAKIP di tingkat Perangkat Daerah. Selain itu, 

Inspektorat memperkuat pemantauan rencana aksi tindak lanjut hasil 

evaluasi secara berkala, memastikan setiap rekomendasi dipahami dan 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai umpan balik perbaikan 

manajemen kinerja yang berkelanjutan. Inspektorat juga mendorong 

penggunaan template laporan berbasis evaluasi yang berfokus pada hasil 

(outcome) guna memastikan rekomendasi yang diberikan lebih berkesan 

nyata dan menjawab akar permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah. 



H a l  | 43 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 

b. melakukan pengawasan intensif melalui desk pembahasan, monitoring, 

dan evaluasi hasil audit secara berkala. Selain itu, dilakukan pendekatan 

sinergis melalui koordinasi percepatan penyelesaian, rapat bersama 

Sekretaris Daerah, serta memberikan konsultasi teknis (pembimbingan) 

bagi PD yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan dokumen tindak 

lanjut. 

c. melakukan upaya intensif melalui pendampingan teknis langsung ke 

perangkat daerah, reviu proaktif atas dokumen perencanaan dan kinerja, 

serta memperkuat evaluasi mandiri. 

Dalam mendukung pelaksanaan capaian kinerja agar optimal, maka dilakukan 

berdasarkan Program Pendukung yang berkaitan langsung dengan Program 

Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, 

Pendampingan dan Asistensi. 

No Program Anggaran Ket 

(1) (2) (3) (4) 

1. Program Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Rp463.218.000,-  

2. Program Perumusan Kebijakan, 

Pendampingan dan Asistensi 

Rp52.594.400,-  

Total Rp515.812.400,-  

 

Sasaran II: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Padang 

Panjang Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat, dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

No. Indikator Kinerja 
Baseline 

2024 

Tahun 2025 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1. Nilai AKIP Inspektorat 71,70 72 72 100% 

Formulasi Perhitungan: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝐾𝐼𝑃 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡 =  Σ(𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑥 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛) 

Keterangan: 
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4 Komponen utama penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Perangkat Daerah: 

1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%) 

2) Pengukuran Kinerja (bobot 30%) 

3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%) 

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%) 

Pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan Indikator kinerja sasaran Nilai 

AKIP Inspektorat untuk tahun 2025 sampai dengan dilaporkannya dokumen 

Laporan Kinerja Instansi Pemeritah (LKjIP) tahun 2025 realisasinya untuk tahun 

2025 Nilai AKIP Inspektorat yaitu 72 dengan capaian terhadap target (100%). 

Realisasi capaian kinerja ini diambil dari Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2025 oleh 

Inspektorat yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2026. 

 Faktor Keberhasilan optimalnya capaian kinerja Nilai AKIP Inspektorat 

adalah terselenggaranya integrasi yang kuat antara perencanaan, pengukuran, 

dan pelaporan kinerja serta monitoring dan evaluasi berkala dan kuatnya 

komitmen pimpinan dan pegawai dalam pencapaian kinerja tersebut. 

Adapun Program yang mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota. 

No Program Anggaran Ket 

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp5.339.075.667,-  

Total Rp5.339.075.667,-  

 

Realisasi capaian kinerja tahun tahun 2025 dengan tahun lalu berdasarkan 

sasaran Renstra 2025-2029 dapat diperhatikan pada tabel berikut:
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Tabel 3. 6. 

Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis) 

Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2025-2029 

No 
Indikator Kinerja 

Sasaran 

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 
Ket 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Maturitas 

Penyelenggaraan 

SPIP 

Level 

3 

Level 

3 

100% Level 

3 

Level 

3 

100% Level 

3 

Level 

2 

89,66%  

2. Komponen 

Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja Internal 

pada AKIP Kota 

- 15,82 100% - 16,05 100% 16,25 15,29 94,09%  

3. Nilai AKIP 

Inspektorat 

- - 100% - 71,70 100% 72 72 100%  

𝚺 %Capaian 100%   100%   94,58%  

Sumber Data: LKjIP Tahun 2023, 2024 dan Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang 
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Realiasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target pada akhir 

periode Renstra OPD Tahun 2025-2029 Inspektorat Kota Padang Panjang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 7 

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target akhir renstra 

Berdasarkan Renstra 2025-2029 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Akhir 

Renstra 

(2029) 

Realisasi 

Tahun 

2025 

Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pengawasan 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Maturitas 

Penyelengga

raan SPIP 

Level 

4 

Level 

2 

67,25% 

  Komponen 

Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Internal pada 

AKIP Kota 

19,34 15,29 79,05% 

2. Meningkatnya 

Kapabilitass APIP 

Nilai AKIP 

Inspektorat 

79,74 72 90,29% 

%Capaian 78,86% 

Sumber Data: Renstra 2025-2029, Perjanjian Kinerja dan IKU 2025-2029 Inspektorat Kota 

Padang Panjang 

 

Realisasi kinerja tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang dengan realisasi 

target nasional, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 8. 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional 

Inspektorat Kota Padang Panjang 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2025 

Target 

Nasional 

1. Meningkatnya Kualitas 

Pengawasan dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Maturitas 

Penyelenggaraan 

SPIP 

Level 

2 

Level 3 

(terdefinisi) 
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No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2025 

Target 

Nasional 

  Komponen 

Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja Internal 

pada AKIP Kota 

15,29 - 

2. Meningkatnya Kapabilitas 

APIP 

Nilai AKIP 

Inspektorat 

72 - 

Sumber Data: Renstra 2025-2029, Perjanjian Kinerja dan IKU 2025-2029 Inspektorat Kota 

Padang Panjang 

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat target sasaran yang terdefinisi secara 

nasional, terdapat pada Renstra BPKP tahun 2025-2029 pada sasaran Strategis 

3 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU, kinerja BPKP diarahkan untuk 

mendorong peningkatan kualitas tata kelola K/L/D/BU yang diukur dalam 3 ukuran 

salah satunya yaitu Maturitas SPIP terintegrasi dengan Karakteristik berbasis 

terdefinisi (Level 3), pada capaian setingkat Kabupaten/Kota Indikator ini 

menggambarkan capaian Tingkat maturitas SPIP pada level Pemerintah 

Kabupaten/Kota  yang telah memiliki maturitas SPIP karakteristik berbasis 

terdefinisi (Level 3) dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Indonesia. 

 

B. Capaian Program/Kegiatan Inspektorat Kota Padang Panjang 

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025,berikut uraian capaian Inspektorat 

Kota Padang Panjang untuk tahun 2025: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

Rp5.339.075.667,- 

Dengan total anggaran sebesar Rp5.339.075.667,-  dengan realisasi sebesar 

Rp5.339.075.667,- atau (94,12%) dengan rincian kegiatan dan subkegiatan 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp4.826.175.457,- 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp4.826.175.457,- 

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp27.250.000,- 

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Rp27.250.000,- 
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c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp127.727.010,- 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor Rp597.000,- 

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp979.400,- 

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp24.339.310,- 

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Rp6.908.300,- 

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Rp94.903.000,- 

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Rp92.747.000,- 

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp92.747.000,- 

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Rp193.235.200,- 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp520.000,- 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Rp12.340.000,- 

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp180.375.200,- 

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Rp71.941.000,- 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Rp52.906.000,- 

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Rp15.300.000,-  

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Rp3.735.000,- 

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp463.218.000,- 

a.  Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp439.488.000,- 

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp29.925.000,- 

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp345.870.000,-  

3) Reviu Laporan Kinerja Rp18.225.000,- 

4) Reviu Laporan Keuangan Rp14.960.000,- 

5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 

dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp30.508.000,- 
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b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp23.730.000,- 

1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp23.730.000,-  

2) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp0,- 

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 

Rp52.594.400,- 

a. Program Pendampingan dan Asistensi Rp52.594.400,- 

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 

Rp30.970.000,- 

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi 

Birokrasi Rp5.220.000,- 

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi Rp16.404.400,- 

Adapun realisasi program dan kegiatan pada fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 

Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Rp5.025.198.217,- 

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Rp4.580.077.350,- 

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar 

Rp4.580.077.350,- 

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan seluruh ASN 

di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi Fisik dari kegiatan 

ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 

Rp4.580.077.350,- (94,90%). Dari kegiatan ini telah dilakukan 

pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan termasuk gaji 

ke-13 dan gaji ke -14. 

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Rp10.080.000,- 

1. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Rp10.080.000,- 

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan Realisasi 

Keuangan sebesar      Rp10.080.000,- (36.99). Kegiatan ini disusun dalam 

rangka peningkatan kompetensi pegawai sesuai SK Walikota Padang 

Panjang Nomor 223 Tahun 2024 tanggal 28 November 2024 tentang 
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Kewajiban Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk memenuhi 

pengembangan kompetensi 10 (sepuluh) jam pembelajaran setiap bulan 

dan menjadi poin penilaian kinerja APIP pada pembayaran Tambahan 

Penghasilan. Jadi selain anggaran yang tersedia pada DPA APIP dituntut 

aktif dalam proses belajar secara terus menerus baik mandiri dan online.  

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp107.768.533,- 

1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor Sebesar Rp597.000,- 

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya komponen instalasi listrik dan 

penerangan bangunan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 

100% sedangkan realisasi Keuangan sebesar Rp597.000,- (100%) Dari 

Kegiatan ini dihasilkan perlengkapan penerangan kantor seperti bola 

lampu, kabel-kabel listrik dan peralatan listrik lainnya.  

2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Rp880.000,- 

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya peralatan dan perlengkapan 

kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan 

realisasi keuangan sebesar Rp880.000,- (89,85%). Dalam kegiatan ini 

dihasilkan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan dalam 

menunjang kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 

3. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp22.815.200,- 

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, 

bahan computer dan perabot kantor. Realisasi fisik kegiatan ini adalah 

jumlah alat kebersihan yang tersedia mencapai 100% sedangkan 

realisasi keuangan sebesar Rp.22.815.200,- (93,74%). Kegiatan ini 

dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas Inspektorat.  

4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Rp5.454.900,- 

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya barang cetakan dan pengadaan 

kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan 

realisasi keuangan sebesar Rp5.454.900,- (78,96%). Dalam kegiatan ini 

dihasilkan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan dalam 

menunjang kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, seperti 

cetak map, kulit Laporan Hasil Pemeriksaan, dan fotocopy Laporan Hasil 

Pemeriksaan.  
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5. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD Rp78.021.433,- 

Kegiatan ini bertujuan untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi di dalam kota dan di luar kota dan tersedianya anggaran makan 

minum rapat untuk menunjang pelaksanaan rapat. Realisasi fisik dari 

pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah 

100%, realisasi fisik makan dan minum rapat sebesar 100%. Sedangkan 

realisasi keuangan sebesar Rp78.021.433,- (82,21%). Dalam 

pelaksanaan kegiatan dapat dihasilkan keikutsertaan pengawai 

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi di dalam dan di luar daerah dan juga dapat dihasilkan 

penyelenggaraan rapa-rapat internal kantor untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.  

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah Rp92.745.001,- 

1. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Rp92.745.001,- 

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi secretariat serta Auditor dan 

PPUPD dalam pelaksanaan tugas dan administrasi. Realisasi fisik dari 

kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan hanya 

sebesar Rp92.745.001,- (99,99%). Dari kegiatan ini dihasilkan pembelian 

5 Unit Laptop dalam menunjang kegiatan administrasi dan pengawasan. 

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Rp179.774.333,- 

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat Sebesar Rp520.000,- 

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa surat menyurat. Realisasi 

Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi Keuangan 

Rp520.000,- (100,00%). Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal surat menyurat.  

2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik Sebesar Rp11.594.333,- 

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya jasa komunikasi, sumber daya 

air dan listrik. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan 

realisasi keuangan Rp11.594.333,- (93,96%). Kegiatan ini ditujukan untuk 
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pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 

menunjang urusan kantor. 

3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Rp167.660.000,- 

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor. 

Realisasi fisik untuk jumlah pegawai honorer yang mendapatkan gaji 

100%, jumlah tenaga keamanan yang tersedia 100%, jumlah tenaga 

kebersihan yang tersedia 100%, Jumlah tenaga sopir yang tersedia 100% 

sedangkan realisasi keuangan Rp167.660.000 (92,95%). Kegiatan ini 

untuk membayar jasa pegawai honorer, tenaga keamanan, tenaga 

kebersihan dan tenaga sopir yang menunjang kinerja ASN di lingkungan 

Inspektorat.  

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah Rp54.753.000,- 

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan Rp37.567.800,- 

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan yang akan menunjang kelancaran transportasi 

kegiatan kantor dan kegiatan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini 

mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp37.567.800,- 

(71,01%). Realisasi keuangan kegiatan ini kurang dari 85% karena 

anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang sebelumnya untuk 

2 unit kendaraan yang peruntukannya bagi kepala OPD dan sekretaris 

namun pada bulan Oktober 2025 sekretaris Inspektorat juga menjabat 

sebagai Plt. Inspektur sehingga kendaraan yang digunakan untuk 

operasional hanya 1 unit dan untuk anggaran asuransi barang milik 

daerah yang telah dianggarkan tidak teralisasi karena untuk tahun 2026 

kendaraan dinas disewa. 

2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan Rp13.457.700,- 

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan 

menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi 

fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan 
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hanya sebesar Rp. 13.457.700,- (87,96%). Dari kegiatan ini dihasilkan 

antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik 

kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 unit maupun kendaraan dinas 

roda dua sebanyak 6 unit, dan untuk penggantian suku cadang, 

pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan 

dinas. 

3. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Rp3.727.500,- 

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya peralatan yang mendukung untuk 

jalannya operasional kegiatan kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini 

mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp3.727.500,- 

(99,80%) dari kegiatan ini dihasilkan antara lain perbaikan laptop, Printer 

dan Peralatan rumah tangga penunjang untuk kebersihan kantor. 

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp459.229.000,- 

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp435.499.000,- 

1. Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sebesar 

Rp28.140.000,- 

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan Realisasi 

Keuangan sebesar Rp. Rp28.140.000,- (94,04%). Hasil Dari kegiatan ini 

adalah terlaksananya audit kinerja sebanyak 3 kali dari total target yang 

telah ditetapkan sebanyak 6 kali. Realisasi di bawah target pada 

Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dikarenakan di 

tahun 2025 Inspektorat Kota Padang Panjang melakukan Audit Kinerja 

Tematik, sementara pada dokumen perencanaan Renja dan Renstra 

angaka target pada subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan 

merujuk pada Audit Kinerja saja belum Audit Kinerja Tematik. 

2. Subkegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sebesar 

Rp345.035.000,- 

Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi 

Keuangan sebesar Rp345.035.000,- (99,76%). Kegiatan ini dalam rangka 

melaksanakan pengawasan internal berupa audit, reviu, monitoring, 

evaluasi, dan pendampingan di lingkungan Pemerintah Kota Padang 

Panjang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025. Tinggi realisasi 
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kegiatan ini adalah karena banyaknya kegiatan audit maupun reviu dari 

Pemerintah Pusat kepada Inspektorat Daerah 

3. Subkegiatan Reviu Laporan Kinerja Sebesar Rp18.225.000,- 

Kegiatan ini bertujuan agar Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang 

Panjang yang telah disusun sebelum disampaikan kepada Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sudah sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Realisasi fisik 

dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 

Rp18.225.000,- (100%). 

4. Subkegiatan Reviu Laporan Keuangan Sebesar Rp14.960.000,-  

Kegiatan ini bertujuan agar laporan keuangan yang telah disusuan oleh 

Pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan sehingga Pemerintah Kota Padang Panjang 

dapat memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 

2024. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi 

Keuangan sebesar Rp14.960.000,- (100%).  

5. Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil  

Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 

Sebesar Rp Rp29.139.000,-  

Kegiatan ini bertujuan agar seluruh temuan hasil pemeriksaan baik hasil 

pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan eksternal dapat 

ditindaklanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kota Padang Panjang, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi 

keuangan sebesar Rp29.139.000,- (95,51%).  

6. Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 

Rp0,- 

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya penyelesaian kerugian 

Negara/daerah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, 

sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%).  

7. Subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sebesar 

Rp23,730,000,- 

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu berjalan dengan baik. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai 

100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp23.730.000,- (100%). 

Dari kegiatan ini Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berhasil 
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menyelesaikan seluruh kasus pengaduan masyarakat maupun 

pemeriksaan khusus.  

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi; 

a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 

1. Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah 

Daerah Sebesar Rp30.970.000,- 

Kegiatan ini bertujuan agar pendampingan pada tiap OPD dalam 

menyusun SAKIP, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN 

dan LHKPN, peningkatan kapabilitas AIP menuju level 3 serta melakukan 

evaluasi pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah. Realisasi Fisik dari 

kegiatan Pendampingan penyusunan SAKIP Perangkat Daerah sebesar 

100%, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN dan LHKPN, 

level Tata Kelola APIP dan Evaluasi maturitas SPIP pada Perangakat 

Daerah mencapai. Realisasi keuangan dalam kegiatan ini mencapai 

Rp30.970.000,- (100 %). 

2. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi Sebesar Rp4.350.000,- 

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan 

sebesar Rp 4.350.000,- (83,33%). Hasil dari kegiatan adalah tuntasnya 

Evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Kota Padang Panjang dan telah 

disampaikan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

3. Subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi 

Pencegahan Pemberantasan Korupsi Sebesar Rp13.605.850,- 

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan Realisasi 

Keuangan sebesar Rp13.605.850,- (82,94%). Tingginya realiasi fisik 

kegiatan ini disebabkan karena ada aksi yang mencapai nilai 100 % yaitu 

aksi perencanaan dan penganggaran. 

4. Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan 

Integritas Sebesar Rp0,- 

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan Realisasi 

Keuangan sebesar Rp0,- (0%). 
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3.2 Realisasi Anggaran 

Alokasi anggaran untuk setiap sasaran berfungsi sebagai dasar dalam 

penentuan untuk tahun berikutnya. Realisasi anggaran guna mendukung 

pencapaian indikator kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2025 dapat 

dirinci melalui tabel berikut: 

 

Tabel 3. 9. 

Realisasi Anggaraan Inspektorat 

Kota Padang Panjang Tahun 2025 

No 
Program/Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Anggaran 

sesuai PK 

Perubahan 

2025 

Anggaran 

sesuai LRA 

Realisasi 

anggaran 

% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I. Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Kabupaten/Kota 

5.339.075.667 5.339.075.667 5.025.198.217 94,12% 

1. Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

4.826.175.457 4.826.175.457 4.580.077.350 94,90% 

a. Subkgeiatan 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

4.826.175.457 4.826.175.457 4.580.077.350 94,90% 

2. Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

27.250.000 27.250.000 10.080.000 36,99% 

a. Subkegiatan  

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

27.250.000 27.250.000 10.080.000 36,99% 

3. Kegiatan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

127.727.010 127.727.010 107.768.533 84,37% 

 

a. Subkegiatan 

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

597.000 597.000 597.000 100,00% 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Anggaran 

sesuai PK 

Perubahan 

2025 

Anggaran 

sesuai LRA 

Realisasi 

anggaran 

% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

b. Subkegiatan 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

979.400 979.400 880.000 89,85% 

c. Subkegiatan 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

24.339.310 24.339.310 22.815.200 93,74% 

d. Subkegiatan 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

6.908.300 6.908.300 5.454.900 78,96% 

e. Subkegiatan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

94.903.000 94.903.000 78.021.433 82,21% 

4. Kegiatan 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

92.747.000 92.747.000 92.745.001 99,98% 

a. Subkegiatan 

Pengadaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

92.747.000 92.747.000 92.745.001 99,98% 

5. Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

193.235.200 193.235.200 179.774.333 93,03% 

a. Subkegiatan  

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

520.000 520.000 520.000 100,00% 

b. Subkegiatan  

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

12.340.000 12.340.000 11.594.333 93,96% 

c. Subkegiatan  

Penyediaan Jasa 

180.375.200 180.375.200 167.660.000 92,95% 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Anggaran 

sesuai PK 

Perubahan 

2025 

Anggaran 

sesuai LRA 

Realisasi 

anggaran 

% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Pelayanan Umum 

Kantor 

6. Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

71.941.000 71.941.000 54.753.000 76,11% 

a. Subkegiatan  

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

52.906.000 52.906.000 37.567.800 71,01% 

b. Subkegiatan  

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

15.300.000 15.300.000 13.457.700 87,96% 

c. Subkegiatan  

Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

3.735.000 3.735.000 3.727.500 99,80% 

d. Subkegiatan  

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

- - - 0,00% 

II. Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

463.218.000 463.218.000 459.229.000 99,14% 

1. Kegiatan 

Penyelenggaraan 

439.488.000 439.488.000 435.499.000 99,09% 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Anggaran 

sesuai PK 

Perubahan 

2025 

Anggaran 

sesuai LRA 

Realisasi 

anggaran 

% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Pengawasan 

Internal 

a. Subkegiatan   

Pengawasan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

29.925.000 29.925.000 28.140.000 94,04% 

b. Subkegiatan   

Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

345.870.000 345.870.000 345.035.000 99,76% 

c. Subkegiatan   Reviu 

Laporan Kinerja 

18.225.000 18.225.000 18.225.000 100,00% 

d. Subkegiatan   Reviu 

Laporan Keuangan 

14.960.000 14.960.000 14.960.000 100,00% 

e. Subkegiatan  

Monitoring dan 

Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI 

dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 

APIP 

30.508.000 30.508.000 29.139.000 95,51% 

2. Penyelenggaraan 

Pengawasan 

dengan Tujuan 

Tertentu 

23.730.000 23.730.000 23.730.000 100,00% 

a. Subkegiatan  

Penanganan 

Penyelesaian 

Kerugian Negara/ 

Daerah 

- - - - 

b. Subkegiatan  

Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu 

23.730.000 23.730.000 23.730.000 100,00% 

III. Program 

Perumusan 

Kebijakan, 

Pendampingan dan 

Asistensi 

52.594.400 52.594.400 48.925.850 93,02% 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Anggaran 

sesuai PK 

Perubahan 

2025 

Anggaran 

sesuai LRA 

Realisasi 

anggaran 

% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Kegiatan 

Pendampingan dan 

Asistensi 

52.594.400 52.594.400 48.925.850 93,02% 

 Subkegiatan  

Pendampingan dan 

Asistensi Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

30.970.000 30.970.000 30.970.000 100,00% 

 Subkegiatan  

Pendampingan, 

Asistensi, Verifikasi 

dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi 

5.220.000 5.220.000 4.350.000 83,33% 

 Subkegiatan  

Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi serta 

Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

16.404.400 16.404.400 13.605.850 82,94% 

 Subkegiatan  

Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi Penegakan 

Integritas 

- - - 0,00% 

Total 5.854.888.067 5.854.888.067 5.533.353.067 94,51% 

Sumber Data: Perjanjian Kinerja, DPA dan LRA Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 

 

Analisis 

1) Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Keuangan 

Analisis efisiensi sumber daya keuangan merupakan langkah penting bagi 

Inspektorat Kota Padang Panjang untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan 

anggaran telah menghasilkan capaian kinerja yang maksimal. Dalam proses ini, 

efisiensi diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran yang 

dikeluarkan dengan target program pengawasan yang berhasil dicapai. Melalui 

pengelolaan keuangan yang cermat, setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan 
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dapat mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi secara tepat sasaran, tanpa 

mengurangi kualitas pengawasan maupun akuntabilitas birokrasi yang ada. 

Adapun uraian efisiensi terhadap sumberdaya keuangan Inspektorat adalah 

sebagai berikut 

 

Tabel 3. 10.  

Analisis atas Efisiensi Sumberdaya Keuangan terhadap Program Inspektorat 

Kota Padang Panjang Tahun 2025 

No Program 

Pagu 

Anggaran 

PK 2025 

Realisasi 

Anggaran 
Sisa 

% 

Capaian 
Tingkat 

Efisiensi 

Capaian 

Kinerja 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kabupaten/Kota 

5.339.075.667 5.025.198.217 313.877.450 94,12% 5,88% 100% 

2. Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan  

463.218.000 459.229.000 3.989.000 99,14% 0,86% 100% 

3. Program 

Perumusan 

Kebijakan, 

Pendampingan 

dan Asistensi 

52.594.400 48.925.850 3.668.550 93,02% 6,98% 100% 

Rata-Rata Tingkat Efisiensi 4,57% 100% 

 

Berdasarkan paparan data pada tabel analisis diatas, sederhananya dikategorikan 

Tingkat efisiensi program tersebut berdasarkan kriteria. 

1. Persentase <10%, Kategori Sangat Efisien, Penggunaan anggaran sudah 

optimal, terdapat penghematan yang signifikan tanpa mengurangi kualitas 

capaian kinerja; 

2. Persentase 10%-20%, Kategori Efisien, Penggunaan anggaran sudah sesuai 

dengan perencanaan dan terdapat sisa anggaran yang wajar dari hasil 

optimalisasi 

3. Persentase 21%-30%, Kategori Kurang Efisien, Terdapat selisih anggaran 

yang cukup besar; dan perlu dilakukan evaluasi apakan target pencapaian 

dalam perencanaan awal terlalu tinggi (overbudgeting) 
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4. Persentase >30%, Kategori tidak efisien, selisih anggaran terlalu besar; 

menunjukan perencanaan yang kurang akurat atau banyak kegiatan yang 

tidak berjalan semestinya. 

Agar hasil analisis ini objektif, maka Tingkat efisiensi anggaran disandingkan 

dengan capaian kinerja ada tahun 2025 dengan kesimpulan, berdasarkan hasil 

analisis Tingkat efisiensi pelaksanaan 3 program Inspektorat Kota Padang 

Panjang dikategorikan Efektif dan Efisien, Dimana Tingkat efisiensi program 

berada dibawah <5% dengan capaian kinerja 100%. 

 

2) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia 

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan 

Analisa melalui 2 (dua) aspek yaitu personal dan anggaran dengan 

membandingkan capaian kinerja. Dari segi personil Inspektorat Kota Padang 

Panjang sejumlah 34 ASN (PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu) yang terdiri atas 

28 Orang PNS, 1 PPPK dan 5 PPPK Paruh Waktu. Untuk jabatan pengawasan 

dari 28 Orang PNS 21 Merupakan Auditor dan 1 orang PPUPD. Sesuai dengan 

formasi jabatan fungsional pengawasan Inspektorat Kota Padang Panjang masih 

terdapat kekurangan berdasarkan usulan kebutuhan formasi dengan uraian 

sebagai Berkut: 

Tabel 3. 11. 

Jumlah Fungsional Aparatur Pengawasan Intern 

berdasarkan kebutuhan dan ketersedediaan  

Pada Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 

Fungsional 

No Uraian Kebutuhan 
Jumlah 

Saat ini 
Kekurangan 

I. Auditor 33 20 (13) 

1. Auditor ahli Madya 3 2 (1) 

2. Auditor ahli Muda 9 9 - 

3. Auditor ahli Pertama 21 9 (12) 

4. Auditor Penyelia - - - 

5. Auditor Pelaksana Lanjutan - - - 

II. PPUPD 22 1 (21) 

1. PPUPD ahli Madya 4 0 (4) 
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2. PPUPD ahli Muda 7 0 (7) 

3. PPUPD ahli Pertama 11 1 (10) 

Total 55 21 (34) 

Sumber Data: Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 

Selain itu dari sisi Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Padang Panjang 

dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja tahun 2025 

dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel 3. 12. 

Realisasi Anggaran berdasarkan Program 

Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 

No. Uraian 

Anggaran 

pada DPA 

(Rp.) 

Realisasi 

Tahun 2025 

(Rp.) 

Capaian 

(%) 

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Kabupaten/Kota 

5.339.075.667 5.025.198.217 94,12% 

2. Program Penyelenggaraan 

Pengawasan 

463.218.000 459.229.000 99,14% 

3. Program Perumusan 

Kebijakan, Pendampingan 

dan Asistensi 

52.594.000 48.925.850 93,02% 

Total 5.854.888.067 5.533.353.067 94,51% 

Sumber Data: LRA Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 

  

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas dapat ditarik suatu analisis efisiensi 

terhadap sumber daya manusia, berdasarkan aspek terhadap personil, 

1) Kuantitas SDM belum memadai, tersedianya 34 ASN dengan 28 PNS, 1 

PPPK dan 5 PPPK PW dengan hanya total 21 fungsional pengawasan 

(Auditor+PPUPD) mengakibatkan bebankerja auditor meningkat dan 

cakupan pengawasan terbatas. 

2) Rasio efisiensi rendah Dimana jika dilihat dari kuantitas sekitas 21 Orang 

Aparatur pengawsan untuk 23 Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya 

menyebabkan terjadinya tumpeng tindih pekerjaan pengawasan, yang 

berdampak terhadap keefektif dan keoptimalan pelaksanaan pengawasan. 
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3) Analisis atas Efisiensi Sarana Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan operasional di 

Inspektorat Kota Padang Panjang, dalam pelaksanaannya masih terbilang belum 

cukup memadai. Mengingat pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dengan volume 

yang cukup besar baik dalam rencana pengawasan tahunan maupun yang 

sifatnya mandatory. Sehingga diperlukan perangkat yang cukup memadai dalam 

pelaksanaanya. Berdasarkan kondisi tersebut dianalisis terhadap efisiensi sarana 

prasarana Inspektorat Kota Padang Panjang sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 13. 

Analisis Efisiensi Sarana Prasarana 

Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2025 

Kondisi Ideal Kondisi Saat ini 
Kekurangan/ 

Kelebihan 

Tindak 

Lanjut 

Tersedianya 

perangkat sarana 

prasarana 

pemeriksaan 

memadai (Laptop, 

Printer, Perangkat 

Elektronik, Alat 

Pembantu 

Pengawasan 

dilapangan) 

dalam 

pelaksanaan 

kegiatan 

pengawasan 

Perangkat Sarana 

dan Prasarana 

yang tersedia 

belum sebagian 

besar belum 

memenuhi spek 

yang mendukung 

pelaksanaan 

kegiatan 

pengawasan 

Kekurangan 

perangkat Sarana 

dan Prasarana 

yang memiliki 

spek sesuai 

dengan 

penyelenggaraan 

pengawasan. 

Seperti laptop 

spek tinggi, 

printer laserjet, 

alat bantu 

lapangan yang 

mumpuni. 

Pengadaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor yang 

sesuai dengan 

spek dibutuhkan 

Sumber Data: Disusun oleh Inspektorat Kota Padang Panjang, Tahun 2025 

 

4) Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja 

Capaian kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang untuk tahun 2025 rata-

rata belum optimal. Sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja dengan sasaran 

strategis dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2025-2029. Hal tersebut 

didorong dengan mempertimbangkan fakto-faktor antara lain sebagai berikut: 

Faktor Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja: 
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1) Struktur organisasi yang sudah terorganisir dan jelas, dikuatkan dengan 

Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. 

2) Terdapatnya regulasi dan system penilaian Akuntabilitas Kinerja yang 

tertarget memaksa instansi untuk bekerja dengan berbasis kinerja; 

3) Terdapatnya Perencanaan strategis dan operasionalisasi yang jelas (Renstra, 

Renja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Aksi) 

4) Dukungan anggaran yang cukup memadai dalam menjalankan fungsi 

pengawasan; 

5) Komitmen Aparatur Inspektorat Kota Padang Panjang dalam mendukung 

pencapaian kinerja. 

 

Faktor Kegagalan dan Penurunan Kinerja 

1) Belum optimalnya Reegenerasi Aparatur Pengawasan dan Komposisi 

Kebutuhan Aparatur Pengawasan Internal Inspektorat Kota Padang Panjang; 

2) Belum meratanya kompentensi yang dimiliki Aparatur Pengawasan Internal, 

Auditor dan PPUPD; 

3) Belum maksimalnya anggaran pengawasan sesuai mandatory Per-Undang-

Undangan bahwa 1% dari APBD dialokasikan untuk anggaran urusan 

Pengawasan; 

4) Belum disesuaikannya dokumen perencanaan saat penyusunan perubahan 

dokumen perencanaan sehingga berpengaruh negatif terhadap capaian 

kinerja saat pelaporan nanti; 

5) Dinamisnya kebijakan pusat mengakibatkan beberapa capaian kinerja belum 

maksimal, contohnya pada pencapaian kinerja level Kapabilitas APIP yang 

belum bisa diberikan penilaian karena perubahan terhadap metode penilaian 

Kapabilitas APIP. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil Analisa pencapaian terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2025 

diberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyusunan dan penyampaian LKjIP Inspektorat Kota Padang Panjang 

merupakan salah satu pemenuhan kewajiban Laporan Kinerja Pemerintah 

Daerah sekaligus dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada 2 

(dua) dokumen perencanaan strategis, Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra 

2025-2029; 

3. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 berdasarkan dokumen Resntra 2024-

2026 dengan uraian capaian: 

a. Sasaran I, Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah 

dengan Indikator Level Maturitas SPIP. Target tahun 2025 adalah Level 3 

dengan Realisasi Level 2 (89,66%); 

b. Sasaran II, Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dengan indikator kinerja 

yaitu persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat. 

Target tahun 2025 sebesar 97% dengan realisasi tidak dapat dilakukan 

penilaian; 

c. Sasaran III, Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator kinerja yaitu 

Level Kapabilitas APIP. Target tahun 2025 adalah Level 3 dengan realisasi 

Level 3 (100%). 

Kemudian, selain diukur dengan menyandingkan Dokumen Renstra 2024-2026 

juga diukur/dianalisis dengan menggunakan Dokumen Renstra 2025-2029, 

Dimana dapat diuraikan capaian kinerja sebagai berikut 

a. Sasaran I, Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan dengan Indikator Kinerja nilai Maturitas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk uraian capaian kinerja sudah 

dijelaskan secara rinci pada uraian point 3.a diatas. 

b. Sasaran I, Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Komponen Evaluasi Akuntabilitas 
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Kinerja Internal oada AKIP Kota. Untuk tahun 2025 target 16,25 dengan 

realisasi 15,29 (94,09%). 

c. Sasaran II, Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator 

Kinerja Nilai AKIP Inspektorat. Untuk tahun 2025 target nilai AKIP 

Inspektorat adalah 72 dengan realisasi 72 (100%). 

Berdasarkan uraian capaian kinerja tersebut masih terdapat pengukuran 

kinerja Inspektorat yang belum optimal (100%) hal tersebut dikarenakan adany 

aspek internal maupun eksternal yang menghambat pencapaian kinerja. 

Berdasarkan capaian kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang yang belum 

optimal dirumuskanlah permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, 

penerapan manajemen resiko dan pengendalian intern yang dibangun 

belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung 

pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan pada 

pencapaian kinerja Maturitas SPIP 

2. Terdapat Indikator Kinerja Persentase Kepuasan Stakeholder yang tidak 

dapat diukur karena tidak menjadi indikator pada Dokumen Perubahan 

Renstra sehingga keterangan tidak dilakukan penilaian. 

3. Adanya perubahan metode penilaian dari pihak BPKP terhadap Penilaian 

Kapabilitas APIP. 

4. Terdapat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum 

sepenuhnya memberikan rekomendasi yang menjawab catatan yang dialami 

oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP. 

5. Perangkat Daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang 

diberikan Inspektorat; 

6. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki kebijakan reward dan 

punishment atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun belum 

sepenuhnya cukup mendorong peningkatan Implementasi SAKIP di 

Perangkat Daerah. 

Untuk menanggapi permasalahan tersebut Inspektorat menetapkan Strategi 

pemecahan masalah dan rekomendasi dalam mengatasi masalah, agar dapat 

ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. Adapun strategi yang dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 
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SATUAN TARGET REALISASI 
CAPAIAN

(%)
PAGU REALISASI

CAPAIAN

(%)

1.1 Meningkatnya Sistem Pengendalian 

Internal Perangkat Daerah

Level Maturitasi SPIP

Level 3 - - 446.096.000 205.555.000 46

Target tahun 2025 ini adalah target 

untuk mempertahakan level SPIP 

berdasarkan hasil Quallity Anssurance 

BPKP RI pada triwulan III/ IV Tahun 

2025

Persentase 55 55 100,00 446.096.000            205.555.000 46

Persentase 60 60 100,00 413.996.000            181.825.000 44

Realisasi Capaian Indikator Triwulan II 

merupakan akumulasi mulai dari Triwulan 

I

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Kinerja 

Pemerintah Daerah
Laporan 0 0 0,00 18.225.000 0 0

Pengawasan Keuangan Pemerintah 

Daerah

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Keuangan 

Pemerintah Daerah
Laporan 59 45 76,27 323.335.000            148.640.000 46

Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu 

Laporan Kinerja
Laporan 2 1 50,00 22.200.000              18.225.000 82

Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu 

Laporan Keuangan
Laporan 1 1 100,00 16.650.000              14.960.000 90

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Jumlah Dokumen Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemerksaan BPK RI dan 

Tindak Tanjut Hasil 

Pemeriksaaan APIP

Dokumen 2 1 50,00 33.586.000 0 0

Persentase 50 44 88 32.100.000              23.730.000 73,9

Realisasi Capaian Indikator Triwulan II 

merupakan akumulasi mulai dari Triwulan 

I

Penanganan Penyelesaian Kerugian 

Negara/Daerah

Jumlah Laporan 

Penyelesaian Kerugian 

Negara/Daerah yang 

Ditangani

Laporan 0 0 0 0 0 0

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu
Laporan 6 1 17 32.100.000              23.730.000 74

1.2 Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Persentase OPD Yang 

Menyatakan Puas Atas 

Pelayanan Inspektorat 87.366.600 30.970.000 35

Pengukuran dilakukan pada Triwulan 

IV 2025, karena capaian kinerja 

diperoleh dengan metode survei 

kepada seluruh Perangkat Daerah

Persentase 50 50 100,00 87.366.600              30.970.000 35

Persentase 50 55 110,00 87.366.600              30.970.000 35

Realisasi Capaian Indikator Triwulan II 

merupakan akumulasi mulai dari Triwulan 

I

Pendampingan dan Asistensi Pemerintah 

Daerah

Jumlah Perangkat Daerah 

yang Dilakukan 

Pendampingan dan 

Asistensi Urusan 

Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah 23 23 100 32.550.000              30.970.000 95

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan 

Penilaian Reformasi Birokrasi

Jumlah Perangkat Daerah 

yang Dilakukan 

Pendampingan, Asistensi, 

Verifikasi dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah 23 23 100 10.440.000 0 0

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta 

Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

Jumlah Kegiatan 

Koordinasi, Monitoring dan 

Evaluasi serta Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

Kegiatan 1 0 0 19.004.400 0 0

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas

Jumlah Perangkat Daerah 

yang Dilakukan 

Pendampingan, Asistensi 

dan Verifikasi Penegakan 

Integritas

Perangkat Daerah 23 0 0 25.372.200 0 0

1.3 Meningkatnya Kapabilitas APIP Level Kapabilitas APIP

Level 3 - - 5.431.496.629 2.722.100.931 50

Target tahun 2025 ini adalah target 

untuk mempertahakan level Kapabilitas 

APIP berdasarkan hasil Quallity 

Anssurance BPKP RI pada triwulan III/ 

IV Tahun 2025

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan 

dengan Tujuan Tertentu

Persentase Pengawasan 

Dengan Tujuan Tertentu yang 

Tuntas Dilaksanakan

Program Perumusan Kebijakan, 

Pendampingan dan Asistensi

Persentase Capaian Aksi pada 

Aplikasi MCP KPK-RI

CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN II

Keterangan

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Persentase Pendampingan 

dan Asistensi yang Tuntas 

Dilaksanakan

Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Pengawasan yang 

Tuntas Dilaksanakan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan 

Internal

Persentase Rekomendasi 

Hasil Pengawasan Internal 

yang Ditindaklanjuti oleh 

Auditan

BIDANG PENANGGUNG 

JAWAB

REALISASI RENAKSI TRIWULAN II TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR OUTCOME/ 

OUTPUT

ANGGARAN TRIWULAN II

INDIKATOR KINERJA CATATAN EVALUASI REKOMENDASI



Persentase 69 54 78,26 5.431.496.629         2.722.100.931 50

Persentase 56 56 100,00 4.748.304.519         2.529.179.256 53

Realisasi Capaian Indikator Triwulan II 

merupakan akumulasi mulai dari Triwulan 

I

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN
Orang/Bulan 31 31 100 4.748.304.519         2.529.179.256 53

Persentase 92 80 86,96 27.250.000              10.080.000 37

Realisasi Capaian Indikator Triwulan II 

merupakan akumulasi mulai dari Triwulan 

I

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Orang/Bulan 31 31 100 27.250.000              10.080.000 37

Persentase 74 89 120,27 155.838.810              70.642.875 45

Realisasi Capaian Indikator Triwulan II 

merupakan akumulasi mulai dari Triwulan 

I

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan
Paket 4 4 100 597.000                   597.000 100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan
Paket 1 1 100 979.400 170000 17

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan
Paket 3 1 33 24.339.310              20.617.200                           85 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan Paket 6 2 33 6.904.100                1.804.900                           26 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Laporan 66 39 59 123.019.000              47.453.775                           39 

Persentase 100 5 5,00 168.444.600 0 0

Realisasi Capaian Indikator Triwulan II 

merupakan akumulasi mulai dari Triwulan 

I

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Disediakan
Unit 10 0 0 168.444.600 0 0

Persentase 52 52 100,00 215.993.700              87.660.950 41

Realisasi Capaian Indikator Triwulan II 

merupakan akumulasi mulai dari Triwulan 

I

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Laporan 6 1 17 520.000                   300.000                           58 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik  

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang 

Disediakan

Laporan 24 2 8 15.298.500                5.676.400                           37 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan

Laporan 5 2 40 200.175.200              81.684.550                           41 

Persentase 43 44 102,33 115.665.000              24.537.850                           21 

Realisasi Capaian Indikator Triwulan II 

merupakan akumulasi mulai dari Triwulan 

I

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemiliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan  Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan   

Jumlah Kendaraan 

Perorangan atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya

Unit 8 8 100 87.590.000              18.744.100                           21 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Kegiatan 

Pemeliharaan BMD Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Persentase Pemenuhan 

Layanan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Penyediaan Jasa 

Penunjang yang Tuntas 

Dilaksanakan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan 

Barang Milik Daerah yang 

Tuntas Dilaksanakan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan 

Layanan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase Kegiatan 

Penunjang yang Tuntas 

Dilaksanakan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase Pemenuhan 

Layanan Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah



Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional dan 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Diperlihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 1 1 100 24.340.000                3.956.250                           16 

Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan 

Mesin yang Dipelihara
Unit 16 16 100 3.735.000                1.837.500                           49 

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunann Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi Unit 0 0 0 0                             -                              -   

NO UNIT

1 SEKRETARIS

2 KEPALA BIDANG

3 KEPALA BIDANG

4 KEPALA BIDANG

 TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE

NIP. 19700405 199703 1 004

Padang Panjang,         Juli 2025

Inspektur Daerah Kota Padang Panjang





















NO RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET
WAKTU 

PELAKSANAAN 

PENANGGUNG 

JAWAB
PROGRES 

PENYELESAIAN
KENDALA

BUKTI 

PENDUKUNG

A.

Melakukan Perjenjangan Kinerja PD dengan mempertimbangkan logical 

framework dan mengidentifikasi seluruh critical success factor dalam 

mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi

B.

memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan 

dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target 

kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi 

pegawai

C.

selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun 

laporan kinerja

D.

menindak lanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang

Padang Panjang,   September 2025

Inspektur 

Kota Padang Panjang

Dr. SYAHRIL, SH.,MH.,CGCAE

Pembina Utama Muda, NIP. 19700405 199703 1 004

https://drive.google.

com/file/d/11HAdAT

YmOIjiFx8IuKsQiRxF

BdRLsSQ_/view?usp

=sharing

Sekretariat 

(Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan)

Sekretariat 

(Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan)

Sekretariat 

(Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan)

Sekretariat 

(Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan)

Dalam Proses 

Penyelesaian

Telah tertindaklanjuti

Dalam Proses 

Penyelesaian

Dalam Proses Penyusunan

1 Laporan B10

B071 Dokumen

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pimpinan organisasi memperhatikan hasil 

pengukuran kinerja sebagai bahan 

pertimbangan dalam pemberian reward dan 

punisment serta sebagai dasar dalam 

penentuan strategi, pencapaian target kinerja 

kedepan dan pola pengembangan serta mutasi 

rotasi bagi pegawai

telah tertindak lanjuti dengan surat pernyataan 

Inspektur terkait memperdomani Peraturan 

PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Laporan Kinerja Intansi 

Pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja

Menyusun Matriks Tindak Lanjut terkait 

rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat 

Daerah Kota Padang Panjang sebagai 

gambaran Rekomendasi mana yang sudah 

tertindaklanjuti

Menyusun Perjenjangan Kinerja Inspektorat 

dengan menggunakan logical framework dan 

mengidentifikasi CSF dalam pencapaian tujuan

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL

INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

REKOMENDASI

1 Dokumen

1 Dokumen

https://drive.google.com/file/d/11HAdATYmOIjiFx8IuKsQiRxFBdRLsSQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HAdATYmOIjiFx8IuKsQiRxFBdRLsSQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HAdATYmOIjiFx8IuKsQiRxFBdRLsSQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HAdATYmOIjiFx8IuKsQiRxFBdRLsSQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HAdATYmOIjiFx8IuKsQiRxFBdRLsSQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HAdATYmOIjiFx8IuKsQiRxFBdRLsSQ_/view?usp=sharing
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